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Lampiran 2. Instrumen Penelitian 

INSTRUMEN PENELITIAN 
Perubahan Kebijakan Pendaftaran Tanah di Kota Makassar 

 
Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Penelitian 

 

No. Pertanyaan Penelitian 
Aspek Yang 

Diteliti 
Teknik Sumber Data 

1. 

Bagaimana selama ini 
pelaksanaan kebijakan 
pendaftaran tanah 
secara sistematis yang 
dilakukan oleh 
pemerintah? 

 

Wawancara 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

 LSM 

 Masyarakat 

2. 

Bagaimana pendapat 
anda mengenai 
perubahan kebijakan 
pendaftaran tanah yang 
dilakukan oleh 
pemerintah? 

Wawancara 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

 LSM 

 Masyarakat 

3. 

Apakah ada kendala 
yang dialami pada saat 
mengimplementasikan 
kebijakan PTSL ini? 

Wawancara 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

4 

Siapa saja yang 
dilibatkan dalam 
mendukung berjalannya 
kebijakan PTSL ini? 

 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

5. 

Apa saja bentuk 
dukungan yang 
diperoleh dalam proses 
memengaruhi 
perubahan kebijakan 
pendaftaran tanah 
secara sistematis? 

Sumber Daya Wawancara 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

 LSM 
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Apakah sumber daya 
yang dimiliki mampu 
mendukung dalam 
proses memengaruhi 
perubahan kebijakan 
yang diinginkan? 

 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

 LSM 

6. 

Apakah ada upaya yang 
dilakukan dalam 
memengaruhi 
perubahan kebijakan 
yang terjadi? 

Strategi 

Wawancara 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

 LSM 

7. 

Bagaimana upaya yang 
dilakukan dalam 
memengaruhi 
perubahan kebijakan 
pendaftaran tanah  

 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

 LSM 

8. 

Bagaimana strategi 
yang digunakan dalam 
proses memengaruhi 
perubahan kebijakan 
pendaftaran tanah 
secara sistematis? 

Wawancara 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

 LSM 

9. 

Apakah ada proses 
advokasi yang 
dilakukan dalam proses 
penerapan program 
PTSL sebagai kebijakan 
baru dalam kebijakan 
pendaftaran tanah? 

Wawancara 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

 LSM 

10. 
Bagaimana proses 
advokasi yang 
dilakukan? 

Wawancara 

 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

 LSM 
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11. 

Mengapa kebijakan 
pertanahan mengenai 
pendaftaran tanah perlu 
mengalami perubahan? 

 

Wawancara 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

 LSM 

 Masyarakat 

12. 

Apakah perubahan 
kebijakan pada 
pendaftaran tanah ini 
dapat menyelesaikan 
konflik pertanahan yang 
masih sering dijumpai di 
tengah masyarakat? 

Wawancara 

 Kepala BPN 
Kota 
Makassar 

 Ketua Tim 
PTSL Kota 
Makassar 

 LSM 

 Masyarakat 
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Lampiran 3. Surat-Surat 
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